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Pendahuluan

Secara prinsip, terdapat berbagai fondasi pemikiran dan filosofi dalam perumusan hukum
persaingan usaha (HPU). Beberapa di antaranya termasuk: (i) peran kompetisi dalam
meningkatkan efisiensi pasar, (if) hukum persaingan yang meningkatkan efisiensi statis serta
kesejahteraan ekonomi, dan (iii) hukum persaingan yang dapat meningkatkan efisiensi dinamis
serta pertumbuhan ckonomi. Kaysen dan Turner juga berpendapat bahwa regulasi hukum
persaingan bertujuan untuk (i) mengurangi dominasi bisnis yang besar, (if) meningkatkan performa
(efisiensi dan kemajuan), (ili) menjamin petjanjian yang adil, dan (iv) melindungi proses persaingan
dengan mengendalikan kekuatan pasar (Kaysen & Turner, 1959). Dari tujuan-tujuan hukum
persaingan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa regulasi hukum persaingan bertujuan
untuk mengarahkan tindakan pelaku usaha agar selalu berlandaskan pada prinsip-prinsip
persaingan yang sehat. Kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi harus diwujudkan melalui
praktik bisnis yang adil. Oleh karena itu, negara sebagai pembuat kebijakan wajib mengarahkan
masyarakat untuk menerapkan persaingan usaha yang sehat. Hal ini dilakukan agar regulasi yang
dikeluarkan dapat mendorong terciptanya persaingan yang sehat tanpa memihak kelompok
tertentu. Dengan demikian, mekanisme pasar harus menjadi dasar pembentukan harga yang alami.

Dalam praktiknya, pelaku bisnis seringkali mengambil langkah-langkah yang bertentangan
dengan prinsip persaingan sehat. Oleh sebab itu, negara sebagai otoritas yang berwenang perlu
menetapkan regulasi agar tujuan yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
dapat tercapai. Dasar hukum bagi pemerintah Indonesia dalam merumuskan kebijakan ekonomi
adalah Pasal 33 UUD 1945 ayat (4), yang menyatakan bahwa "Perckonomian nasional
diselenggarakan berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan
kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional." Untuk mewujudkan demokrasi ekonomi sebagaimana
yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, pemerintah menerbitkan Undang-Undang
(UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat. UU ini mengatur berbagai larangan terhadap tindakan-tindakan yang mengakibatkan
persaingan usaha tidak sehat, termasuk perjanjian antar pelaku usaha. Pembelajaran Hukum
Persaingan Usaha (HPU) di Indonesia terus mengalami kemajuan, khususnya dalam hal penegakan
hukum. HPU di Indonesia, yang baru berlaku efektif selama sepuluh tahun, banyak mengadopsi
prinsip-prinsip yang diterapkan di negara-negara yang lebih dahulu menerapkan hukum persaingan
usaha. Salah dua prinsip yang diterapkan oleh otoritas persaingan di negara-negara maju seperti
Amerika Serikat, Uni Eropa, dan Singapura adalah doktrin single economic entity (SEE) dan /legal
separate entity (LSE) (Whish & Bailey, 2018).

Doktrin SEE adalah konsep yang menganggap hubungan antara perusahaan induk dan anak
perusahaan yang dikelola sebagai satu entitas ekonomi tunggal. Akibatnya, meskipun perusahaan
induk dan anak perusahaan adalah entitas hukum yang independen, dengan penerapan doktrin ini,
mereka dianggap sebagai satu perusahaan (satu kesatuan) (Montag, 2007). Oleh karena itu, semua
perusahaan dalam suatu SEE dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran terhadap
hukum persaingan usaha. Penerapan doktrin SEE dalam hukum persaingan dilakukan karena
pemahaman dan interpretasi mengenai entitas (perusahaan) dari perspektif ekonomi dan hukum
sering kali tidak selaras. Hukum persaingan lebih berfokus pada perilaku entitas ekonomi yang
terorganisir. Doktrin SEE adalah inovasi yang diterapkan oleh Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) untuk mengawasi pelaku usaha yang berada dalam satu kelompok, baik di dalam
satu yurisdiksi hukum maupun lintas yurisdiksi.

Lawan dari doktrin ini adalah Separate egal Entity (SLE), dimana doktrin SLE ini pada
intinya memberikan pemahaman terkait tendensi pemisahan antara entitas perusahaan induk
dengan perusahaan yang lain (Horwitz, 1992). Sebagai entitas hukum ekonomi, perusahaan
memiliki karakteristik khusus yaitu tanggung jawab yang terpisah antara pemilik perusahaan
(pemegang saham) dan tanggung jawab perusahaan itu sendiri. Pertanggungjawaban perusahaan ini
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menyebabkan perusahaan dianggap sebagai subyek hukum yang dapat memiliki hak dan
kewajiban. Selain itu, sebagai badan hukum yang berdiri sendiri, perusahaan dapat membuat
kontrak dan melakukan perbuatan hukum (kecuali perbuatan hukum yang tidak sesuai dengan
kodrat badan hukum, seperti perkawinan).

Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Perkara Nomor 7/KPPU-
1/2007 mengenai kasus kepemilikan silang oleh kelompok usaha Temasek (kasus Temasek)
menetapkan preseden batru dalam penerapan Hukum Persaingan Usaha (HPU) di Indonesia.
Dalam kasus ini, KPPU untuk pertama kalinya menerapkan doktrin single economic entity (SEE)
secara cksplisit. KPPU mengadopsi doktrin SEE dalam keputusannya untuk menjerat anggota
grup Temasek (Juwana, 2007). Penerapan doktrin SEE dalam kasus Temasek memperluas
jangkauan subjek HPU, sehingga pelaku usaha yang tidak secara langsung beroperasi di Indonesia
namun memiliki hubungan dengan perusahaan yang beroperasi di Indonesia, tetap dapat dijangkau
oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pada tahun 1980-an, doktrin siugle economic entity (SEE) mulai menggantikan teoti ntra-
enterprise conspiracy dalam perkembangan hukum persaingan usaha. Doktrin SEE pertama kali
muncul dan berkembang di Amerika Serikat. Kasus Copperweld Corp v. Independence Tube Corp
dianggap sebagai acuan penting (benchmark) dalam penerapan doktrin SEE dalam kasus-kasus
selanjutnya (Areeda & Hovenkamp, 2002). Dalam kasus ini, Copperweld dituduh melakukan
tindakan komersial dengan Regal yang dianggap melanggar hukum persaingan usaha. Doktrin SEE
digunakan sebagai alat untuk menentukan tanggung jawab pelaku usaha sesuai dengan ketentuan
Sherman Act Section I. Ketentuan ini menegaskan bahwa pelanggaran terhadap persaingan usaha
hanya dapat dikenai pertanggungjawaban jika dilakukan oleh dua perusahaan yang independen
secara hukum. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai penerapan
doktrin single economic entity (SEE), penulis tertarik untuk mengulas tentang implementasinya di
Indonesia serta mengevaluasi urgensi nyata dibutuhkannya doktrin SEE ini. Saat ini, literatur yang
mendalam mengenai doktrin SEE belum terlalu banyak dan masih perlu penyempurnaan, sehingga
penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemikiran mengenai
penerapan doktrin SEE dalam konteks Hukum Persaingan Usaha (HPU) di Indonesia.

Metode

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian doktrinal. Penelitian doktrinal
menghasilkan pandangan atau paradigma penulis terhadap norma yang diteliti. Dalam penggunaan
metode ini, peneliti merujuk pada norma-norma hukum yang telah tertulis atau mendukungnya
melalui interaksi dengan informan dan/atau narasumber. Menurut Mark van Hoecke, peneclitian
doktrinal merupakan metode penelitian yang khas dalam studi hukum karena menitikberatkan
pada interpretasi norma hukum yang telah ada dan penerapannya dalam praktik (van Hoecke,
2011).

Penulis melakukan penelitian doktrinal terhadap esensi dari doktrin single economic entity yang
bertentangan dengan doktrin separate legal entity yang dianut Indonesia. Karena subjek pengamatan
ialah berupa doktrin, putusan, dan peraturan perundang-undangan, penulis memakai data
sekunder menjadi sumber data.

Bahan hukum primer yang mengikat di Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 perihal Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Putusan KPPU, dsb.

Bahan hukum sekunder meliputi sumber-sumber yang menjelaskan bahan hukum primer,
seperti buku serta artikel pengamatan.

Bahan hukum tersier dipakai untuk memberikan petunjuk serta penjelasan pada bahan
hukum primer serta sekunder.

Data dikumpulkan melalui metode pengamatan kepustakaan dengan penelusuran di digital
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library Universitas Indonesia serta internet. Data sekunder mengenai doktrin single economic entity ini
dianalisis memakai pendekatan kualitatif dan interpretatif. Pendekatan ini dipilih sebab
pengamatan tidak didasarkan pada populasi maupun sampel, sehingea hasilnya bisa
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesimpulan diambil secara deduktif untuk mengidentifikasi
apakah doktrin SEE ini secara adaptif dapat berlaku di Indonesia. Analisis dilakukan secara
kasuistis yakni berbasis kasus yang relevan dengan penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Doktrin Single Economic Entity Doctrine di Indonesia

Doktrin SEE memiliki implikasi yang sangat luas dan ekstrateritorial yang dapat
meningkatkan hukuman terhadap perusahaan dan menimbulkan persepsi bahwa ekonomi menjadi
terlalu diatur. Namun, ada pandangan yang menyatakan bahwa aplikasi doktrin SEE yang
konsisten dapat menguntungkan pelaku usaha yang patuh, sementara meningkatkan biaya bagi
perusahaan yang tidak patuh. Secara keseluruhan, implikasi doktrin SEE tampak seimbang dan
memberikan dampak positif bagi sistem hukum persaingan. Ini mengurangi jumlah pengaturan
yang dilarang, mempermudah pematuhan perusahaan, dan memungkinkan pihak berwenang untuk
fokus pada kasus-kasus dengan dampak yang lebih signifikan.

Implikasi positif dari penerapan doktrin ini adalah pengurangan jumlah merger yang
memerlukan notifikasi. Hal ini secara signifikan menurunkan biaya kepatuhan bagi perusahaan
terkait dengan transaksi dalam grup, serta memungkinkan Otoritas Persaingan Usaha untuk lebih
fokus pada merger yang memiliki potensi dampak besar di pasar. Dengan menempatkan tanggung
jawab pada perusahaan induk atas tindakan anak perusahaannya, insentif bagi konglomerasi untuk
menerapkan pendekatan yang proaktif, kuat, dan komprehensif terhadap kepatuhan hukum
persaingan menjadi lebih kuat. Batas maksimum denda yang lebih tinggi juga meningkatkan
dorongan bagi perusahaan untuk mematuhi hukum persaingan, dengan risiko denda yang lebih
tinggl terutama bagi pelanggar berulang. Bagi perusahaan lain yang menyadari konsekuensi
ketidakpatuhan yang signifikan, ini akan mendorong mereka untuk menyesuaikan perilaku mereka
sesuai dengan ketentuan HPU. Di Indonesia, hingga saat ini, telah terdapat dua kasus di mana
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menerapkan yurisdiksi ekstrateritorial menggunakan
doktrin single economic entity (SEE), yang kemudian disetujui oleh Majelis Komisi. Kasus-kasus
tersebut adalah kasus Temasek dengan Putusan Nomor: 07/KPPU-L/2007 dan kasus Astro
dengan Putusan Nomor: 03/KPPU-L/2008.

Dalam kasus Temasek, Majelis Komisi menyatakan bahwa Kelompok Usaha Temasek, yang
terdiri dari perusahaan-perusahaan yang didirikan di luar yurisdiksi Indonesia, dianggap melakukan
aktivitas bisnis secara tidak langsung (indirect investment) di Indonesia melalui kepemilikan saham
silang (cross ownership) dalam perusahaan Telkomsel dan Indosat. Hal ini berdampak pada
penguasaan pasar yang dilarang oleh Pasal 27 huruf a UU No. 5 Tahun 1999. Penguasaan pasar
tersebut tidak hanya didasarkan pada kepemilikan saham, tetapi juga dibuktikan dengan adanya
pengaruh atau kendali Kelompok Usaha Temasek terhadap Telkomsel dan Indosat. Kelompok
Usaha Temasek, yang terdiri dari sembilan perusahaan atau pelaku usaha, dianggap sebagai entitas
tunggal berdasarkan doktrin single economic entity, karena perusahaan induk memiliki kendali
tethadap anak perusahaannya secara bertingkat. Oleh karena itu, kelompok usaha Temasek
dianggap memenuhi definisi sebagai pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU

No. 5 Tahun 1999 ( Majelis KPPU 2007, hlm. 603 - 612.)

Namun, secara legitimatif, doktrin siugle economic entity (SEE) sebenarnya tidak diatur secara
eksplisit dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Ketiadaan dasar hukum ini diperkuat
oleh pendapat Prof. Hikmahanto, yang menyatakan bahwa doktrin SEE tidak dikenal dalam
hukum Indonesia. Sesuai dengan pandangan Prof. Hikmahanto, penulis setuju bahwa doktrin ini
memang tidak diatur dalam undang-undang. Pendapat serupa juga disampaikan dalam dissenting
opinion oleh Dr. Ir. Benny Pasaribu, yang berargumen bahwa definisi Pelaku Usaha sudah jelas
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sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 5 UU No. 5 Tahun 1999, schingga tidak ada dasar hukum
untuk menggunakan istilah Kelompok Usaha atau ultimate parent. Oleh karena itu, sesuai dengan
hukum positif, yang berlaku adalah prinsip separate legal entity dari badan hukum.

Majelis Komisi menyimpulkan bahwa yurisdiksi ekstrateritorial dapat diterapkan dalam
hukum persaingan usaha dengan memenuhi kualifikasi dati #he ¢ffect doctrine, doktrin implementasi,
atau single economic entity. Dalam kasus ini, Kelompok Usaha Temasek dianggap sebagai entitas
tunggal (single entity) yang memiliki kendali terhadap Telkomsel dan Indosat. Oleh katrena itu, baik
kelompok usaha Temasek, Telkomsel, maupun Indosat dianggap sebagai entitas tunggal (single
entity) berdasarkan doktrin single economic entity. Dengan terpenuhinya syarat penerapan yurisdiksi
ekstrateritorial berdasarkan doktrin single economic entity, maka yurisdiksi ekstrateritorial dapat
diterapkan dalam kasus ini. Menurut Majelis Komisi, penerapan the ¢ffect doctrine dan doktrin
implementasi tidak lagi diperlukan untuk melegitimasi yurisdiksi ekstrateritorial dalam kasus ini.

Hukum positif terkait perusahaan menganut prinsip teori badan hukum, di mana sebagai
artificial persoon/persoonrecht, perusahaan memiliki kekayaan serta tanggung jawab yang terpisah
antara pemegang saham dengan perusahaan. Prinsip badan hukum ini memberikan perusahaan
kemandirian dan tanggung jawab terbatas. Pembatasan tanggung jawab ini secara imajiner
dipisahkan oleh tembok atau cadar, yang dalam situasi tertentu dapat ditembus hingga ke
pemegang saham. Menurut penulis, jika KPPU tetap bersikukuh ingin membuat pemegang saham
bertanggung jawab, maka prinsip badan hukum yang dianut oleh hukum positif dapat diabaikan
dengan menggunakan doktrin Prerving The Corporate 1eil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2)
UU PT yang harus diterapkan dengan hati-hati.

Untuk membebankan tanggung jawab kepada induk perusahaan, sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, dapat diterapkan doktrin piercing the corporate veil. Syarat
dalam Pasal 3 ayat (2) yang dapat digunakan adalah butir ¢, yakni "Pemegang saham yang
bersangkutan tetlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroan."
Kendalanya adalah seberapa jauh keterlibatan pemegang saham agar doktrin piercing the corporate
veil dapat diterapkan. Menurut Yahya Harahap, kriteria yang memungkinkan penggunaan doktrin
tersebut adalah apabila anak perusahaan:

Dimodali oleh holding company, sehingga anak perusahaan tersebut benar-benar berada di
bawah permodalan ho/ding atau under-capitalized,

Dalam keadaan wnder-capitalized tersebut, anak perusahaan berada dalam keadaan tidak
independen secara ekonomi dan eksistensi perusahaannya; dan

Anak perusahaan tersebut semata-mata berperan dan berfungsi sebagai wakil (agens) dari
kegiatan usaha holding company.

Berdasarkan analisis menggunakan perspektif Yahya Harahap, Telkomsel dan Indosat tidak
secara langsung dimodali oleh Temasek. SingTel Mobile memiliki 35% saham Telkomsel,
sementara Indosat dimiliki oleh ICL sebesar 39,96% dan ICPL sebesar 0,86%, yang tidak
termasuk dalam kepemilikan langsung oleh Temasek. Dalam konteks ini, baik Telkomsel maupun
Indosat tidak dapat dikategorikan sebagai under-capitalized atau dimodali oleh Temasek. Kedua
perusahaan tersebut memiliki eksistensi ekonomi yang mandiri dan tidak tergantung pada
Temasek. Mereka juga tidak berperan sebagai agen dari Temasek, karena keduanya memiliki
kegiatan usaha sendiri dan bersaing di pasar yang sama. Dengan kondisi seperti ini, konsep prerving
the corporate veil dinilai kurang efektif jika diterapkan untuk membebankan tanggung jawab kepada
induk perusahaan dalam konteks perusahaan grup. Prinsip ini lebih efektif ketika diterapkan
kepada pemegang saham individu yang secara langsung memiliki saham perusahaan, karena
doktrin ini biasanya digunakan dalam konteks perusahaan tunggal dan kurang sesuai dalam
konstruksi perusahaan grup.

Dalam perspektif Knud Hansen, konsep Kelompok Pelaku Usaha dapat diinterpretasikan
sebagai kesatuan ekonomi tunggal (single economic entity) jika definisi Pelaku Usaha cukup luas untuk
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memungkinkan penafsiran tersebut. Ini berarti bahwa meskipun tidak ada dasar hukum eksplisit
untuk doktrin single economic entity, konsep ini dapat diterapkan dalam konteks Kelompok Pelaku
Usaha jika definisi Pelaku Usaha memungkinkan untuk diinterpretasikan sebagai satu kesatuan
ekonomi. Menurut pandangan KPPU, memiliki saham sebesar 100% dalam suatu perusahaan
adalah indikasi yang cukup untuk menunjukkan adanya kesatuan ekonomi antara perusahaan induk
yang memiliki saham tersebut dengan anak perusahaannya. Dalam hal ini, tidak perlu lagi
membuktikan hal-hal lain untuk menganggap mereka sebagai satu kesatuan ekonomi. Namun,
dalam kasus Telkomsel dan Indosat yang dibahas sebelumnya, Temasek tidak memiliki saham
100% dalam kedua perusahaan tersebut. Oleh karena itu, kriteria ini tidak dapat diterapkan pada
Telkomsel dan Indosat untuk dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi dengan Temasek. Dengan
demikian, meskipun terdapat interpretasi yang memungkinkan untuk menerapkan konsep single
economic entity dalam kasus Kelompok Pelaku Usaha, kriteria yang digunakan oleh KPPU untuk
menetapkan kesatuan ekonomi tidak terpenuhi dalam kasus Telkomsel dan Indosat yang dimiliki
oleh Temasek.

Menurut pandangan KPPU, memiliki saham lebih dari 50% atas suatu perusahaan lain
secara umum dianggap sebagai indikasi bahwa perusahaan tersebut adalah induk perusahaan dari
perusahaan yang sahamnya dimiliki sebagai anak perusahaan. Dalam konteks ini, KPPU
menganggap bahwa induk perusahaan dan anak perusahaan membentuk satu entitas ekonomi,
kecuali bila dapat dibuktikan sebaliknya. Berikut adalah kriteria yang harus dibuktikan untuk
menunjukkan bahwa tidak ada kesatuan ekonomi antara induk perusahaan dan anak perusahaan:

Tidak memiliki representasi manajemen pada anak perusahaan: Ini berarti bahwa induk
perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk menunjuk atau mempengaruhi manajemen anak
perusahaan.

Tidak memiliki kemampuan untuk mempengaruhi arah kebijakan anak perusahaan: Induk
perusahaan tidak terlibat dalam pengambilan keputusan strategis atau kebijakan anak perusahaan
yang dapat mempengaruhi jalannya operasional.

Tidak memiliki akses informasi yang bersifat rahasia atau sensitif mengenai anak
perusahaan: Induk perusahaan tidak memiliki akses ke informasi yang penting atau rahasia dari
anak perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan atau strategi bisnis.

Dengan menerapkan kriteria-kriteria ini, KPPU memastikan bahwa ketika sebuah
perusahaan memiliki saham lebih dari 50% atas perusahaan lain, tidak secara otomatis dianggap
sebagai satu kesatuan ekonomi dengan anak perusahaannya. Penilaian harus mempertimbangkan
apakah induk perusahaan benar-benar memiliki kontrol atau pengaruh yang signifikan terhadap
anak perusahaannya dalam hal manajemen, kebijakan, dan akses informasi. Dalam konteks
Telkomsel dan Indosat yang dimiliki oleh Temasek, meskipun Temasek memiliki saham yang
signifikan, yaitu 35% dan 41,9% secara berturut-turut, kriteria ini tidak sepenuhnya terpenuhi.
Temasek tidak memiliki saham lebih dari 50% dalam kedua perusahaan tersebut, sehingga untuk
dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi dengan Telkomsel dan Indosat, perlu dibuktikan bahwa
Temasek memenuhi semua kriteria yang disebutkan di atas. Di tingkat kasasi, Mahkamah Agung
menyetujui penggunaan konsep entitas ekonomi tunggal (single economic entity) atau SEE
sebagaimana yang diterapkan oleh KPPU. Keputusan ini menjadikan konsep entitas ekonomi
tunggal dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang dapat dipertimbangkan, meskipun tidak
mengikat untuk digunakan oleh Hakim berikutnya. Diperlukan pemeriksaan yang teliti dan hati-
hati dalam mengaplikasikan doktrin ini.

Selain kasus tersebut, dalam kasus Astro v. KPPU, komisi menerapkan doktrin single econonmic
entity untuk membawa perusahaan asing, Group Astro, di bawah yurisdiksinya dan memenuhi
definisi pelaku usaha sesuai dengan Pasal 1 angka 5 UU No. 5 Tahun 1999. Group Astro
dipandang sebagai satu kesatuan ekonomi dengan perusahaan domestik, PT Direct Vision
(PTDYV). Berdasarkan hasil penelitian, meskipun tidak ada hubungan ekonomi melalui kepemilikan
saham oleh Group Astro terhadap PTDV, terdapat aktivitas joint venture atau kerjasama antara
kedua perusahaan tersebut. Lebih lanjut, melalui kerjasama ini, Group Astro memiliki kendali atas
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operasi bisnis PTDV, yang dibuktikan dengan penempatan satu orang di jajaran direksi PTDV
Kendala dan Urgensi Doktrin Single Economic Entity di Indonesia

Doktrin Single Economic Entity (SEE) digunakan sebagai alat untuk menjangkau pelaku
pelanggaran ketentuan Hukum Persaingan Usaha (HPU) yang beroperasi di luar negara tempat
usaha mereka. Amerika Serikat adalah negara pertama yang memperkenalkan konsep yurisdiksi
ekstrateritorial ini melalui Sherman Act 1890 dan Foreign Corrupt Practices Act 1976-1977. KPPU
menggunakan doktrin SEE untuk menjangkau Temasek dan anak perusahaannya yang beroperasi
di Indonesia meskipun berdomisili di luar negara ini. Hal serupa terjadi dalam kasus Astro, di
mana KPPU mengambil tindakan terhadap grup Astro yang berbasis di Malaysia dengan
menerapkan doktrin SEE. Namun, penerapan doktrin SEE ini telah memicu perdebatan di
Indonesia karena dalam hukum perseroan, badan hukum perseroan terbatas (PT) diatur sebagai
entitas hukum yang mandiri. Prinsip-prinsip dasar hukum perseroan, seperti pengesahan badan
hukum, kemandirian badan hukum perseroan, dan tanggung jawab terbatas, menetapkan kerangka
hukum yang mengatur PT sebagai entitas atau badan hukum yang terpisah.

Secara prinsip, konsep hukum tanggung jawab terbatas (lmited liability) diterapkan pada
perseroan terbatas yang menjadi dasar hukum bagi badan hukum perseroan. Namun, fenomena
mengenai hubungan pengendalian antar perseroan sering kali diabaikan dan bahkan dianggap
melanggar hukum. Penolakan ini dipengaruhi oleh anggapan bahwa regulasi mengenai hubungan
pengendalian antar badan hukum yang mandiri sulit untuk diartikulasikan dalam kerangka hukum
yang sama. Hal ini karena suatu perseroan umumnya dianggap sebagai entitas hukum terpisah yang
tidak dapat memiliki dualitas, yakni sebagai entitas hukum mandiri dan sebagai entitas yang
tergantung yang dikendalikan oleh perseroan lain secara bersamaan.

Menurut prinsip hukum perseroan, terhadap perusahaan induk yang menjadi pemegang
saham anak perusahaan, berlaku prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability), seperti yang
dijelaskan dalam silogisme oleh Blumberg bahwa "/imited liability protected sharebolders, a parent
corporation was shareholder of the subsidiary, ergo, limited liability protected parent corporation" (Muchlinski,
1995: 126-127). Baik induk maupun anak perusahaan adalah subyek hukum yang memiliki
kewenangan untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri. Sebagai pemegang saham anak
perusahaan, induk perusahaan mendapatkan perlindungan dalam bentuk tanggung jawab terbatas,
yang berarti mereka tidak bertanggung jawab melebihi nilai saham yang mereka miliki di anak
perusahaan, terkait dengan kewajiban hukum anak perusahaan kepada pihak ketiga.

Prinsip tanggung jawab terbatas (/mited liability) berarti bahwa pemegang saham perseroan
tidak bertanggung jawab secara pribadi atas utang atau tindakan hukum yang dilakukan oleh
perseroan. Status badan hukum perseroan menjadi syarat penting bagi penerapan prinsip tanggung
jawab terbatas bagi pemegang saham perseroan. Pada awalnya, prinsip ini hanya berlaku untuk
perseroan tunggal dan pemegang saham individu. Prinsip ini dirancang untuk melindungi
pemegang saham perseroan dari risiko bisnis yang beragam. Seiring dengan perkembangan
legislasi, perseroan diberikan kewenangan untuk memiliki saham di perusahaan lain, yang
kemudian mendorong munculnya perusahaan kelompok. Perusahaan kelompok terdiri dari
beberapa anak perusahaan di bawah pengendalian induk perusahaan.

Pengaturan mengenai prinsip hukum tanggung jawab terbatas yang menjadi dasar dari
badan hukum perseroan terbatas diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Pasal tersebut menyatakan bahwa pemegang saham Perseroan tidak
bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan, serta tidak
bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang dimilikinya (UU PT Pasal 3
ayat 1). Penjelasan yang diberikan dalam Pasal 3 ayat (1) menjelaskan bahwa ketentuan ini
menggarisbawahi karakteristik Perseroan Terbatas, di mana pemegang saham hanya bertanggung
jawab sebesar nilai setoran atas saham yang dimilikinya, dan tidak termasuk harta pribadi mereka.
Dengan demikian, prinsip tanggung jawab terbatas (limited liability) adalah prinsip hukum yang
dirancang untuk perseroan tunggal dan seharusnya tidak diterapkan pada perusahaan kelompok.
Prinsip ini mengatur bagaimana risiko dan biaya didistribusikan di dalam perseroan tunggal, bukan

| Page 1332



Doktrin Single Economic Entity dalam Perluasan Pengawasan Persaingan Usaba secara Ekstrateritorial ...

untuk situasi di perusahaan kelompok. Oleh karena itu, prinsip tanggung jawab terbatas
seharusnya tidak dapat diterapkan pada hubungan antara induk dan anak perusahaan dalam
struktur perusahaan kelompok.

Namun demikian, penerapan prinsip tanggung jawab terbatas dalam perusahaan kelompok
dapat menciptakan celah hukum yang memungkinkan perilaku oportunistik dari induk perusahaan.
Ini terjadi ketika induk perusahaan melakukan eksternalisasi risiko bisnis yang berisiko tinggi
kepada anak perusahaan. Akibatnya, induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas tindakan
hukum yang dilakukan oleh anak perusahaan. Sebaliknya, jika anak perusahaan melakukan
tindakan yang melanggar hukum, induk perusahaan dapat dilindungi dengan prinsip tanggung
jawab terbatas terhadap tindakan melanggar hukum tersebut (Magaisa, 2002: 1). Kerangka
pengaturan hukum perseroan ini secara alami akan menghadapi tantangan ketika berhadapan
dengan kerangka pengaturan dalam hukum persaingan usaha. Ketidaksesuaian ini dapat menjadi
sumber ketidakkonsistenan dalam penanganan pelanggaran hukum persaingan usaha oleh
perseroan terbatas. Oleh karena itu, penting untuk diharmonisasikan antara hukum perseroan dan
hukum persaingan usaha.

Potensi konflik antara hukum perseroan dan hukum persaingan usaha dapat diminimalkan
melalui harmonisasi kedua undang-undang tersebut. Penerapan doktrin Single Economic Entity
(SEE) di Indonesia lebih ditekankan pada realitas bisnis dan interpretasi pelaku usaha yang
berbeda, berbeda dengan di Afrika Selatan dan Malaysia yang memiliki landasan hukum yang lebih
matang. Di Indonesia, doktrin SEE diterapkan dengan mengacu pada definisi Pelaku Usaha
sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999
yang menggunakan istilah "satu kelompok pelaku usaha". Meskipun tidak ada penjelasan lebih
lanjut dalam Memori van Toelichting (MvT) UU tersebut tentang "satu kelompok pelaku usaha",
namun MvT menyatakan bahwa konsep ini sama dengan perusahaan grup. Semangat pengaturan
perusahaan grup di Indonesia juga diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Nomor Kep-347/BL/2012 yang mewajibkan perusahaan yang mengendalikan perusahaan lain
untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi.

Mengingat bahwa konsep perusahaan grup hanya dijelaskan dalam Memori van Toelichting
(MvT) UU Nomor 5 Tahun 1999 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor Kep-
347/BL/2012, penerapan doktrin Single Economic Entity (SEE) dalam praktiknya kemungkinan
besar akan menghadapi kendala terkait legitimasi. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya terminologi
"petusahaan grup" dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, serta pemahaman yang belum
sepenuhnya matang dari aparat penegak hukum mengenai doktrin SEE dan cara penerapannya.
Kondisi ini dapat mengakibatkan ketidak konsistenan dalam putusan pengadilan terkait
perusahaan grup, karena berbedanya pemahaman di antara aparat penegak hukum. Oleh karena
itu, ini menuntut KPPU dan pengadilan untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam
memahami doktrin SEE. Meskipun demikian, doktrin SEE telah menjadi terobosan hukum di
berbagai negara ketika terjadi pelanggaran hukum persaingan usaha, dan KPPU saat ini perlu
bersikap cermat dan hati-hati dalam penerapannya di Indonesia.

Saat ini, KPPU tidak memiliki pedoman yang jelas untuk menerapkan doktrin SEE,
termasuk definisi tentang pelaku usaha dan satu kelompok pelaku usaha, serta pengujian
pengendalian induk terhadap anak perusahaan. Ketiadaan pedoman ini juga menyebabkan
implementasi doktrin SEE menjadi kurang jelas dalam kasus-kasus pelanggaran hukum persaingan
usaha yang terjadi. Kondisi ini semakin rumit ketika akan menetapkan denda atau sanksi kepada
anggota SEE. Jika pelaku usaha dianggap sebagai satu kesatuan ekonomi, maka lebih adil untuk
menghukum mereka secara kolektif sebagai satu kesatuan, bukan sebagai badan hukum tersendiri.

Sebagai penegak hukum, penting untuk memahami dengan baik realitas bisnis dan mampu
menemukan solusi untuk menegakkan hukum persaingan usaha ketika terjadi pelanggaran oleh
satu kelompok pelaku usaha. Tidak adanya ketentuan eksplisit dalam UU Nomor 5 Tahun 1999
justrtu memberikan peluang bagi penegak hukum untuk menciptakan kerangka hukum yang sesuai
dengan kebutuhan. Untuk merelaksasi ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2007 yang tidak mengakui konsep perusahaan grup, diperlukan sinkronisasi antara UU
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tersebut dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur perusahaan grup. Misalnya,
Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang
Penyusunan Laporan Keuangan, dan regulasi Persaingan Usaha (UU Nomor 5 Tahun 1999).

Di antara peraturan tersebut, hanya OJK yang secara tegas mengatur bahwa induk
perusahaan yang mengendalikan anak perusahaan, bahkan jika kepemilikan sahamnya kurang dari
50%, wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi. Penyusunan laporan keuangan konsolidasi
menjadi indikator yang jelas bahwa terdapat Single Economic Entity (SEE) oleh beberapa pelaku
usaha, di mana parameter keuangan mereka tercantum dalam laporan keuangan konsolidasi.
Pengaturan semacam ini sejalan dengan regulasi di Eropa yang mengharuskan pelaku usaha
pengendali untuk menyusun laporan keuangan konsolidasi ketika mereka memiliki pengendalian
atas pelaku usaha lain.

Namun, untuk solusi jangka panjang dan permanen, perubahan pada UU Nomor 5 Tahun
1999, terutama terkait dengan pengaturan mengenai pelaku usaha dan satu kelompok pelaku
usaha, perlu dilakukan. RUU tentang perubahan UU Nomor 5 Tahun 1999 telah dimasukkan
dalam program legislasi nasional 2014-2019, sehingga masalah ini seharusnya menjadi prioritas
dalam revisi RUU tersebut. Selain itu, revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 juga
sebaiknya memasukkan pengaturan mengenai perusahaan grup, mengingat bahwa fenomena ini
merupakan fakta dalam praktik bisnis saat ini.

Das Sollen Single Economic Entity Doctrine

Indonesia seharusnya menerapkan prinsip ekstrateritorial dalam hukum persaingan usaha
dengan parameter yang ideal, komprehensif, dan eksplisit. Penulis merujuk pada dasar penerapan
prinsip ekstrateritorial yang diterapkan di Amerika Serikat melalui Pasal 6a The Sherman Act
(Husyein Cagri Corlu, 2021) dan di Uni Eropa melalui Panduan tentang konsep pengaruh
terhadap perdagangan yang terkandung dalam Pasal 81 dan 82 dari Perjanjian (2004/C 101/07),
yang dipetjelas dalam pertimbangan Pengadilan Eropa dalam kasus Inte/ Corporation Inc. (Intel) v.
Commission pada tahun 2017 (Damien Geradin, Marc Reysen, dan David Henry). Kedua aturan
tersebut secara substansial memiliki parameter yang serupa, yang menunjukkan bahwa penerapan
yurisdiksi ekstrateritorial harus terhadap tindakan anti-persaingan yang memiliki efek langsung,
substansial, dan dapat diperkirakan secara wajar.

Selanjutnya, penerapan doktrin dampak dengan syarat-syarat seperti itu telah sesuai dengan
pertimbangan dari Mahkamah Internasional (Permanent Court of International Justice) dalam
menyelesaikan kasus Lotus tahun 1927 (Permanent Conrt of International Justice, 1927). Mahkamah
Internasional secara mendasar menyatakan bahwa telah terjadi dampak yang langsung dan
signifikan yang merugikan Turki, yang terbukti dengan meninggalnya 8 warga negara Turki dalam
kecelakaan kapal. Oleh karena itu, dalam konteks ini, wewenang Turki untuk menangani perkara
tersebut adalah sah, meskipun kejadian tersebut terjadi di luar yurisdiksi negara Turki.

Kehadiran dampak langsung, substansial, dan efek yang dapat diperkirakan secara wajar
dalam The Sherman Act di Amerika Serikat serta dalam Panduan tentang konsep efek terhadap
perdagangan yang terdapat dalam Pasal 81 dan 82 dari Petjanjian (2004/C 101/07), sebagaimana
yang tetlihat dalam kasus Intel Corporation Inc. v. Commission di Uni Eropa, menandai penerapan
doktrin efek (Husyein Cagri Corlu, 2021). Penerapan persyaratan formal ini seharusnya juga
diimplementasikan dalam hukum persaingan Indonesia untuk melegitimasi penegakan hukum
dengan yurisdiksi ekstrateritorial.

Jika dianalisis secara menyeluruh dalam aplikasinya di Amerika Serikat dan Uni Eropa,
terdapat kesamaan dalam penafsiran "efek langsung" sebagai dampak yang secara langsung
mempengaruhi kondisi persaingan di pasar, termasuk terhadap konsumen dan pelaku usaha.
Sedangkan "efek substansial" diartikan sebagai dampak yang signifikan terhadap kepentingan
ckonomi dan kondisi persaingan pasar, yang berpotensi menyebabkan kerugian umum baik bagi
pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen. "Dapat diperkarakan secara wajar"
diinterpretasikan sebagai tindakan anti-persaingan yang dilakukan secara sadar atau sengaja.
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Selanjutnya, penerapan yurisdiksi ekstrateritorial juga harus mempertimbangkan prinsip
komitas, baik oleh Komisi maupun Majelis Komisi yang bertindak sesuai kewenangannya masing-
masing. Prinsip komitas bertujuan untuk menghindari konflik kepentingan dengan negara di mana
pelaku anti-persaingan tersebut berkedudukan atau berdomisili (Damien Geradin, Marc Reysen,
dan David Henry). Oleh karena itu, penting bagi otoritas Indonesia untuk menghormati regulasi
dan kebijakan yang berlaku di negara tersebut. Lebih lanjut, diperlukan penghargaan terhadap
otoritas terkait di negara tersebut agar penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik.

Berkaitan dengan penerapan prinsip comity atau rasa saling menghormati dalam penegakan
hukum persaingan, hal tersebut telah dilakukan oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa, sebagaimana
yang diatur dalam perjanjian EU-US Competition Cooperation Agreement pada tahun 1991. Pasal
4 dari perjanjian tersebut secara eksplisit menyatakan bahwa Otoritas Persaingan dari masing-
masing negara akan memberikan bantuan dalam proses penegakan hukum di yurisdiksi masing-
masing, selama tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan kepentingan di negara tempat
penegakan hukum dilakukan (1998 EU-US Positive Comity Agreemeni).

Selanjutnya, penggunaan prinsip ekstrateritorial yang didasarkan pada effect doctrine dan
prinsip comity harus disertai dengan penerapan doktrin single economic entity agar penegakan hukum
persaingan usaha lintas batas negara dapat dilakukan secara komprehensif. Doktrin single economic
entity menjadi satu-satunya landasan yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi pemain utama
dalam pelanggaran anti-persaingan (Kurnia Toha, 2019). Doktrin single economic entity tidak melihat
entitas secara formal sebagai dua badan hukum yang terpisah, tetapi melihat dari segi fungsional
sejauh mana suatu entitas terlibat dalam aktivitas bisnis entitas lainnya.

Ketidaktepatan pengaturan mengenai implementasi doktrin single economic entity dalam hukum
persaingan usaha telah menyebabkan beberapa pandangan yang menyatakan bahwa Indonesia
tidak mengakui atau menerapkan konsep tersebut, schingga tidak bisa digunakan dalam penegakan
hukum. Pendapat ini sejalan dengan argumen yang disampaikan oleh Profesor Hikmahanto
Juwana dalam kapasitasnya sebagai ahli yang mewakili Terlapor (Kurnia Toha, 2019). Berdasarkan
hal ini, untuk menghindari perdebatan formal terkait kewenangan mutlak yang dapat terulang,
dibutuhkan regulasi yang mengatur mengenai single economic entity dalam hukum persaingan usaha di
Indonesia. Selain itu, Indonesia sebagai negara hukum yang mengacu pada perundang-undangan
tertulis mengalami  kekosongan hukum  (rechtsvacuum)  karena tidak dapat menarik
pertanggungjawaban foreigner of holding company atas kontrol yang anti persaingan terhadap
anak perusahaannya, yang dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum (rechtsonzekerbeid) dalam
penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Diperlukan pengaturan eksplisit dan tertulis yang mencakup parameter ideal dari penerapan
doktrin single economic entity. Menurut penulis, dalam konteks Indonesia, parameter awal yang
digunakan untuk menilai apakah dua entitas perusahaan dapat dianggap sebagai entitas ekonomi
tunggal adalah hubungan kepentingan ekonomi, yang dapat muncul melalui kepemilikan saham
dan kerjasama (joint venture). Parameter selanjutnya ditentukan oleh independensi perusahaan atau
anak perusahaan dalam mengambil keputusan dan menjalankan aktivitas usahanya. (Kurnia Toha,
2019).

Simpulan

Indonesia telah membentuk landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang
Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yang menempatkan kewajiban utama produsen untuk
memastikan produk memenuhi standar keamanan serta kualitas. Undang Undang ini secara rinci
mengatur kewajiban serta larangan pelaku usaha, menekankan perlindungan substansial pada
kepentingan konsumen. Sedangkan Turki mengaturnya pada Undang-Undang Perlindungan
Konsumen No. 6502 yang berfokus pada kerangka tanggung jawab yang jelas pada keamanan serta
kualitas produk di pasaran konsumen.
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Indonesia lebih menekankan perlindungan konsumen serta keamanan produk, sementara
Turki mengedepankan tanggung jawab produsen serta penjual. Sanksi hukum di Indonesia
mencakup denda serta pemutusan izin usaha, sementara Turki memberlakukan denda serta
tindakan hukum pada produsen maupun penjual. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen di
Indonesia melibatkan BPSK serta jalur hukum, sedangkan Turki mempunyai Komite Arbitrase
Konsumen serta opsi alternatif penyelesaian.

Secara keseluruhan, Indonesia serta Turki memiliki perbedaan dalam pendekatan hukum
serta praktik penerapan tanggung jawab produk, tetapi keduanya menunjukkan komitmen serius
pada perlindungan hak konsumen serta peningkatan standar keamanan serta kualitas produk.
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